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PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. |Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. [Mcmiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan
Informasi Publik, Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik
2. |Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
3. ll’ :'mm‘m' 'm'd g Homersl Salum 2010 tcotang ¥  Undang 18 Nomor 2. [Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
4. |Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan | 3, |Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. |Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan cfisicn
raturan homisi lnjormasi Nomor I Tahun 2021 téntang Standar Layanan Inlo: 1
s Peral omor un entang ar Layanan TIAS 5. |Memiliki & puan kerj dalam tim
6. |Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan | ¢ | Mampu mengoperasikan t komputer dengan baik
|—— Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Femerintahan Kabup Pesisir it s penyii - - =
Seiatan 7. |Berpenampilan rapi, santun dan jiwa melayani
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

- SOP Permintaan Informasi Publik
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis Kantor

- SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik 4. Komputer
5. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan
jdengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

- Disimpan dalam bentuk digital {softcopy) dan cetak (hardcopy)

i Dipindai dengan
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

PELAKSANA PENDUKUNG
KEGIATAN PENGELOLAAN PELA KETERANGAN
PETUOAS | AN KIASIPIKASI | | INPORMASIDAN | PPID UTAMA/ |  PERSYARATAN/ | o0y ourPUT
PPID PELAKSANA KELENGKAPAN
INFORMASI DOKUMENTASI
Memb { flowchart/infografis/
manmﬂ.hhh-nlyuu
terdiri dari tata cara memperoleh informasi
publik, tata cara pengajuan keberatan dan
proses penvelesaian sengketa Informasi
Publik berikut pihak-pihak vang dapat
dihubungi.
Membuat peng o infografis/
tata cara pengaduan
|wewenang atau pelanggaran oleh Badan
Mllkvnngmdm-mhnunpenpdum Pengumuman dibuat
enang atau pelanggaran 1. UU No 14 Tahun dengan :
ohhpqaht&danhhhkdnnphkm 2008, 2. UUNo 25 - Menggunakan bahasa
kan izin atau perjanjian kerja dan Tahun 2009; 3. wlm V'imﬁg Indonesia yang baik dan
EhdanPuHikv-nghu-ndmnn. UU No 23 Tahun 2013, 3 hari kerja [tata cara benar
4. PP 61 Tahun 2010; e - Mudah dipahami
Membuat 5. Perki No 1 Tahun infk i - Memperumbangkan
/flowchart/infografis/ tata cara 2013; 6.PerkiNo1l penggunaan bahasa yang
terkait Informasi Serta Merta yang terdiri Tahun 2021; digunakan penduduk
dlﬂr bah: /b a pak pibak setempat
pibak yang berp ! dampak,
prosedur dan ) i apabila terjadi
keadaan darurat, cara menghindari babaya
dan/atau d k yang ditimbull cara
dapatkan | dari pihak yang
berwenang, pihak- pihak mengumumkan
informasi, yang tala wajib cara pengumuman
informasi apabila keadaan darurat terjadi,
dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan
Publik dalam mencegah bahaya dan/atau
dam ditimb %
Mengklasifikasikan dan mengidentfikasi
Dnﬁ/ﬂotclun/lnba-ﬁl/uacu-
lah ——-"‘" Draft pengumuman/
ol o o P sttt o Bl Dt g P
terkait informasi serta merta flowchart/infografis/ 1 hari kega alnctl‘mempemlch
tata cara memperoleh 0 s
inhemant terklasifikasi
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